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Meninbang

Mengingat

DENGAN RAIRAT TUIIAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN

a.       bahwa  untuk  menjanin  tertib  administrasi  Pemerintahan  Nagari,
memberikan keielasan dan kepastian harfulm terhed.ap bates wilayal
suatu  nagari  telah  dibentuk  tim  penetapan  dan  penegasan  Batas
Nagari tingkat Kabupaten dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan
Nomor    loo/429/IaptsrepT-PS/2021,    tentang    Pembentukan    Tim
penetapan dan penegasan bates Nagari kabupaten Pesisir Selatan ;

a.      Bahwa       berdasarkan       Surat       Sekerfaris       Daerch       nomor
100/1207/pen-Otdanx-2021,     tentang    Tahapan     dan     Schedule
Kegiatan peta dan batas Nagari Tahun 202 1 ;

b.       bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
adanhurufb,makaperlumenetapkanKeputusanWaliNagaritentang
pembentukantimpenetapandanpenegasanBatasNngariPasirBinjai;

1.       Undang-undang nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah
Otonomi  Daerah  Kabupaten  dalan  Lingkungan  Daerah  Provinsi
Sumatera Tengch qembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nonor25)joUndang-undangdaruratNomor21Tahun1957tentang
Perubchan  undang-undang    Republik  Indonesia  nomor  12  Tchun
1956  tentang  Pembentukan  Daerah  Otonomi  Daerch  Kabupaten
dalam  Lingkungan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Tengah  Qembaran
Negara     Republ_ik     Indonesia     Tahun     1957     Nomor     77)    jo
Undang-undang    nomor    58    Tahun     1958    tentang    penetapan
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Undang-undang  darurat nomor  21  Tahun  1957  tentang  perubahan
Undang-undang nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

2.       Swatarfua tin8kat ll  dalam  lingkungan  daerah  swatantra Tingkat I
Sumatera   Tengch    sebagai    undang-undang    (Lembaran   Negara
Reprblik  Indonesia Tahun  1958 N`omor  108,  tamhahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643 );

3.       Undang-undang nomor 4  tahun 2011  tentang  informasi  Geospasial
(Lembaran  Negara  Republik   Indonesia  Tahun   2011   Nomor  49
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor   5214)
sebagaimana telch diubah dengan undang-undang Nomor  1 1  Tahun
2020  tentang  Cipta  Kerja  (  Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tchun  2020  Nomor  245,  Tambchan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6573);

4.       Undang-Undang  Nomor  6    Tahun  2014  tentang  Desa  qembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

5.       Undang-undang nomor 23  Taliun  2014  tentang  Pemerintah  daerali
sebagaimana    telah    beberapa    kali     diubah,     terakhir    dengan
undan-undang nomor 9 Tahun 2015;

6`      Peraturan  Pemerintah  Nomor  43   Tchun  2014  te"tang  Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tchun  2014  Nomor  213,
Tambalan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5539),
sebagaimana   beberapa   kali   diubah   terakhir   dengan   Peraturan
Pemerintch Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43  Tahun  2014  tentang Peraturan Pedaksanaan
Undang-Undang  Nothor  6  tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor   157,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

7.       Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa
Yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  168,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5558)
sebagaimana telah beberapa kali  diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor  8  Taliun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Peraturan Pemerintah Nomor  60  Tahun 2014  tentang   Dana Desa
Yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara
qembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  57,
Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 864);

8.       Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  80
TahurL    2015    teutang    pembeutukan    produk    hukum    Daerake
sebagaimana telah  diubah  dengan Peraturan  menteri  Dalan  negeri
nomor  120  Tahun 2018 tentang Pembahan afas  Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik hdonesia Nomor 80 Talun 2015  tentang
pembentukan produk hukum Daerah ;

9.      Peraturan Men]teri Dalam Negeri  Republik Indonesia NomQr  1_11
Tahun  2014  tentang  Pedoman  Teknis  Peraturan  Di  Desa  (Berita
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Negara Republik Indonesia Tchun 2014 Nomor 2091 );

10.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  114
Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa  (Berita Negara
Republik hdotiesia Ta`hun 2014 NomQr 2094);

11.     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  83
Tchun  2015  tentang  Pengangkatan  Dan  Pemberhentian  Perangkat
Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 67  Tchun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  83
Tahun  2015  tentang  Pengan8katan  Dan  Pemberhentian  Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor   )

12.    Peraturan  Menteri  Dalani  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  84
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Taliun 201. 6 Nomor 6);

13.     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  45
Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan penegasan batas Desa;

14.    Peraturan  Daerah  kabupaten  Pesisir   Selatan  Nomor  tahun  2016
tentangNagari;

15.     Peraturan  Bupati  Pesisir  Selatan  Nomor  46  Tchun  2020  Tentang
Standar Biaya Pemerintah Nngari Tahun Anggaran 2021 ;

16.     Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021  tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di
Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021 ;

17.     Peraturan  nagari  batang  betung  Nomor  08  tahun  2021   Tentang
Anggran dan pendapatan belanja Nagari Batang Betung Tapan;

MErmTusKAN :

Membentuk  Tim  Penetapan  dan  Penegasan  Batas  Nagari,  Nagari
Batang Betug Tapan kecanatan Basa Ampek Balai  Tapan  dengan
komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lanpiran dan
merupakan bagian yang tidak teapisahkan dari keputusan ini;

Tugas  tin  sebagaimana  dimaksud  pada  diktum  KESATU  adalah
sebagai berikut :
a.     menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum

lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
b.    mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk

menentukan garis batas sementara di atas peta;
c.     merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas

Desa
d.    mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan   penegasan batas

Desa dengan instansi terkait;
e.     melakukan  supervisi  teknisAapangan  dan/atau    pendampingan
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dalam penegasan batas Desa;
f.     melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
9.    mchgusulkan   dukungan   dana  dalan   anggaran     pendapatan

belanja  daerali  kabupaten/kota    untuk  pelcksanaan  penetapan
dan penegasan batas Desa

h.    menyusun  rancangan  peraturan  bupati  tentang  peta penetapan
batas  Desa dan  menyusun rancangan peraturan  bupati  tentang
peta batas Desa;

i.     Menfasilitasi dan mediasi pembuatan kontrak kerja antar Nagari
dengan Pihak Ketiga

j.     Menyusun  Jadwal  pelcksanaan  FGD  atan  Musyawarah  nngari
dan antar Nagari

k.    Bersama-sama dengan pihak ketiga melaksanakan kegiatan yang
bersifat  non  teknis  berupa  musyawarah  (FGD)  dengan  berita
Acara;

Kepeda tim dimcksud d.alam diktum KESATU dalam melcksanakan
tugas  diberikan honorarium  sesuai dengan ketentuan peraturan  dan
perundang-undangan yang berlaku;
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Nagari Batang
Betug Tapan Tchun Anggaran 2022 pada anggaran pembuatan peta
Batas Nagari;

Keputusan  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dengan  ketentuan
apabila  terdapat  kekeliruan  didalamnya  akan  diadakan  perbaikan
sebagaimana mestinya.

Pitetapkan di
I;adatanggal

WALI

Batang Betung Tapan
30 Juni 2022

Tembusan Kepada Yth:

1.     Bupati pesisir selatan   di painan;
2.    hspektur Inspektorat Kabupaten pesisir selatan di painan;
3.     Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan nesa, Pengendalian pendudck dan Keluarga Berencana

Kabupaten Pesisir Sefatan di Painan;
4.     Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten pesisir selatan di painan;
5.     Camat Basa Ampck BaLai Tapan
6.    Ketua Badan perinusyamaratan NIgrri Batang Betung Tapan di Batang Betung Tapan;
7.     Yang bersangkutan.
8.     Arsip
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Susunan Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari
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JABATAN

REDUDU~DALAMTIM

1 Joni Evendi, A,Md Wali Nagari Ketua

2 PMB¥man+ Ketua Bamus Nagari Wakil Ketua

3 Alfendi, SP S ekertaris Nagari Seekrtaris

4 Samardi Tokoh Masyarckat An88Ota

5 Abu Lidin Tokoh Masyarakat Anggota

6 Syausir Con Tokoh Masyarakat Anggota

7 Aliruddin Tokoh Masyarakat An88Ota

8 Reni Gusnita Kasi Pemerintahan Anggota

9 Haminuddin Daulay.S.Kom Kaur Perencanaan Anggota

10 Alisman Kepala Kampung Tebing Tinggi Anggota

11 syamsul Kepala Kampung Pasar Raya Anggota

12 Yudi Gusferi Bhabinkamtibmas An88Ota

13 Rafli Naldi Babinsa Anggota


